PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : \@.22 /3560 / Kep-DPRD/6/2024

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang

Mengingat

Bahwa sesuai dengan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan
dilakukan pembahasan untuk mendapatkan persetujuan
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 7
(tujuh) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan
Tahun Anggaran 2023.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakya Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun
2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2023 Nomor 84);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 2 Tahun 2023);

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Nomor: 43.A / LHP / XVIIL.MDN /05 /
2024, Tanggal 20 Mei 2024 atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Medan Tahun 2023;
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2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
tanggal 27 Mei 2024;

3. Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 pada Rapat
Paripurna DPRD Kota Medan, tanggal 24 Juni 2024;

4. Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota
Medan Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan pada
Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 04 Juni 2024

S. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran,
Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan dan
Penandatanganan/Pengambilan Keputusan DPRD Kota
Medan sekaligus Persetujuan Bersama atas Ranperda
Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kota Medan Tahun 2023, tanggal 25 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun
Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Medan, dengan
perincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN DAERAH
Sebesar RpS5.802.580.478.749,50 (Lima Triliun Delapan
Ratus Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Empat
Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh
Sembilan Rupiah Lima Puluh Sen);

b. BELANJA DAERAH
Sebesar Rp6.282.441.543.317,28 (Enam Triliun Dua Ratus
Delapan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu
Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh
Belas Rupiah Dua Puluh Delapan Sen);

c. PEMBIAYAAN DAERAH

- PENERIMAAN
Sebesar Rp548.541.290.818,08 (Lima Ratus Empat Puluh
Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua
Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas
Rupiah Delapan Sen);

- PENGELUARAN
- (NOL)



-

- PEMBIAYAAN NETTO
Sebesar Rp548.541.290.818,08 (Lima Ratus Empat Puluh
Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua
Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas
Rupiah Delapan Sen);

- SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)
Sebesar Rp68.680.226.250,30 (Enam Puluh Delapan
Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Dua
Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Tiga
Puluh Sen);

KEDUA : Dokumen Lampiran Keputusan tentang Persetujuan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023, merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 2¢ Juni 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,

—

HASYIM, S.E.

Wakil Ketua, _ Wakil Ketua, Wakil Ketua,

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M. H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I. H.T/BAHRUMSYAH, S.H., M.H.

Tembusan :
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.



